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LAPORAN KEMAJUAN/
Juni — Juli 2002

‘Tolong pergi dan memberitaukan kepada orang-orang Timor Lorosa’e yang
masih berada di Timor Barat, bahwa masyarakat siap untuk mengampuni.
Masyarakat sudah saling menerimah dan saling memeluk. Satu-satunya hal
yang masih kurang adalah keadilan. Tolong mohon mereka kembali dan
memulihkan keadaan. Kita tak boleh terpisah lagi.” Anggota Yayasan Hak
terhadap anggota NGO dari Timor Barat,

December 2001

1. Personil
Kapasitas susunan staf CAVR meningkat secara dramatis dalam periode
Juni-Juli. CAVR sekarang mempunyai 220 personil, termasuk Komisaris-
komisaris Nasional dan Regional. Kebanyakan personil tersebut berada di
distrik-distrik yang mencerminkan regionalisasi Komisi secara cepat. Komisi
sementara sedang mempersiapkan fase pekerjaan penuh. Kantor nasional
mempunyai 60 personil, kebanyakan antaranya orang Timor. Kira-kira 15 staf
kantor nasional akan ditambahkan dalam tiga bulan yang akan datang,
khususnya dalam bidang penelitian, database dan informasi umum.

Pengerahan staf Regional dan Distrik diadakan dalam dua fase: (1) 10-28
Juni, di tujuh distrik yaitu distrik Dili, Liquica, Baucau, Lospalos, Manatuto,
Vigueque dan Oecussi; (2) 15 Juli-2 Agustus, dalam 6 distrik yang masih
tertinggal yaitu distrik Aileu, Manufahe, Covalima, Ainaro, Maliana dan
Ermera. Kira-kira 1900 orang melamar untuk 141 posisi.

Setiap Tim Distrik terdiri dari 9 anggota staf, bersama dengan dua, kadang
tiga Komisaris Regional. Posisi-posisi dalam tim distrik meliputi Koordinator
Distrik, Pengambil Pernyataan Pencarian-Kebenaran, Petugas Rekonsiliasi
Masyarakat, Petugas Pelayanan Masyarakat/Dukungan Korban dan Petugas
Logistik/Transportasi. Tim-tim tersebut akan melaksanakan pekerjaan CAVR
di distrik masing-masingnya. Tim Regional terdiri dari Koordinator Regional
dan dua anggota staf (ditambah dengan dua staf sekuriti) untuk mendukung
dan mengkordinasikan kegiatan Tim-tim Distrik.

CAVR akan mengadakan evaluasi staf sesudah 3 bulan masa pekerjaannya.

Negosiasi dengan UNDP dan para donor berlanjut mengenai persediaan staf
Dukungan Teknis Internasional untuk CAVR.

2. Manejemen
Komisaris Nasional mengangkat Lucio dos Santos sebagai Direktur Eksekutif
CAVR dan Galuh Wandita Soedjatmoko sebagai Wakil Direktur Eksekutif.
Pengangkatan mengikuti pengunduran diri Joao de Jesus e Costa Baptista
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sesudah evaluasi triwulan yang diadakan oleh Komisaris Nasional pada akhir
waktu percobaan Direktur Eksekutif.

Lucio, usia 37, tamat dalam bidang teologi dan filsafat dari Universitas STFT
Widya Sasana di Malang, Indonesia, dan datang ke CAVR dari IOM dimana
dia bekerja sebagai kordinator program pengembangan masyarakat BELE.
Sebelumnya beliau bekerja untuk SCF dan CARE International. Dia
berbahasa Tetun, Portugis, Indonesia dan Inggris. Sebelum diangkat sebagai
Direktur Eksekutif, dia kerjasama dengan Galuh Wandita selama 3 bulan
sebagai co-Manejer Program CAVR.

Galuh, usia 36, lahir di Jakarta dan datang ke CAVR dari UNTAET Human
Rights Unit (Bagian HAM UNTAET) dimana dia bertanggung-jawab untuk
pelatihan gender dan HAM. Sebelumnya dia bekerja dengan Fokupers dan
Oxfam, dalam berbagai kapasitas, sejak tahun 1990-1999. Galuh tamat
dalam bidang Sosiologi/Anthropologi dari Swarthmore College, PA, Amerika
Serikat dan bisa berbahasa Indonesia, Inggris, serta Tetun dan Jepang
sehari-hari. Galuh sangat dekat terlibat dengan penciptaan dan pembentukan
CAVR sejak permulaan.

Sebagai co-Manejer Program, Lucio dan Galuh bertanggung-jawab akan
pengembangan dan pelaksanaan pekerjaan CAVR. Pengangkatan mereka
pada kedua posisi manejemen atas akan mengembangkan pekerjaan secara
tim dan menjaminkan fokus kuat terhadap operasionalisasi pekerjaan CAVR.

Pengangkatan, berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2002, didampingi oleh
sebuah pemeriksaan manejemen, redefinisi peranan dan ‘audit internal’ akan
struktur dan fungsi setiap Unit CAVR.

Komisaris Nasional CAVR mengadakan 7 rapat resmi pada bulan Juni-Juli
dan menanangi persoalan kebijakan dan cara bekerja luas.

3. Pelatihan
Pengembangan kapasitas merupakan fokus penting dalam pekerjaan CAVR,
khususnya dalam tahun pertama. Sebagai lembaga HAM nasional besar
dengan tugas/mandat unik, Komisaris CAVR serta staf memulai proses
pelajaran dalam semua segi pekerjaannya.

Pelatihan Komisaris Regional dan staf pada bulan Juni-Juli diadakan dalam
dua tahap.

Tahap pertama meliputi pelatihan Komisaris Regional dan staf distrik dari 7
distrik. Dua pelatihan diadakan. (1) Juni 3-7, Lokakarya Orientasi dan
Perencanaan diadakan di Dili untuk 16 Komisaris Regional; dan (2) Juli 1-5,
Lokakarya Orientasi dan Perencanaan untuk staf Regional dan Disrtik dari 7
distrik diadakan di Dili. Pelatihan-pelatihan ini meliputi pengembangan tim,
mandat dan fungsi CAVR, peranan-peranan, konteks internasional CAVR dan
prinsip-prinsip HAM, sebuah rencana aksi pokok untuk langkah pertama
pekerjaan regional, dan pembentukan sistim-sistim kordinasi dan komunikasi
antara Kantor Nasional dan Kantor-kantor Regional serta Kantor-Kantor di
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Distrik. Lokakarya untuk 13 Komisaris Regional yang tidak termasuk dalam
pelatihan pertama diadakan pada tanggal 8-12 Juli.

Tahap kedua meliputi pelatihan yang lebih berfokus terhadap Komisaris
Regional dan staf, 29 Juli — 7 Agustus, di Dili. Tujuan-tujuan pelatihan ini
meliputi hasil dari proses sosialisasi dan konsultasi masyarakat (lihat dibawa),
menyelesaikan rencana kerja distrik, pelatihan terperinci untuk pelaksanaan
fungsi-fungsi Pencarian-Kebenaran dan Rekonsiliasi Masyarakat, pelatihan
dalam berbagai prosedur administrasi, termasuk sistim-sistim pelaporan dan
kordinasi yang efektif, dan pemasukan untuk menjaminkan staf mengerti
tanggung-jawab riil akan pekerjaannya dan tugas-tugas dalam kontraknya.

Staf Regional diberikan sebuah alat penunjuk dalam bentuk Buku Pedoman
Operasi yang juga termasuk sebuah Buku Pedoman Keuangan Regional.
Sebuah pelatihan selama 13 hari untuk pengambil pernyataan disiapkan dan
akan diberi pada bulan Agustus, dengan memakai pengalaman yang
berharga dari Proyek Pilot Pencarian-Kebenaran yang diadakan di Atauro.
Sebuah pelatihan khusus dalam Prosedur Rekonsiliasi Masyarakat (CRP)
juga akan diadakan pada bulan Agustus.

4. Sosialisasi dan konsultasi masyarakat
Dari tanggal 9-26 Juli, Komisaris Regional dan staf mengadakan sosialisasi
dan konsultasi di tigapuluh tiga (33) kecamatan di tiga distik, Baucau, Dili dan
Oecussi.

Sebuah set ‘Pedoman untuk Konsultasi Kecamatan’ (sepanjang 10 halaman)
termasuk format pelaporan, disediakan, untuk membantu staf dan Komisaris
dalam proses ini.

Tujuan sosialisasi adalah untuk memperkenalkan lebih dalam pekerjaan dan
fungsi CAVR kepada masyarakat lokal, dan untuk mendengarkan pandangan
masyarakat lokal mengenai keperluan Prosedur Rekonsiliasi Masyarakat
(CRP) dan Pencarian-Kebenaran di kecamatan. Tujuan tambahan adalah
untuk mengidentifikasikan kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM dalam
konteks politis yang terjadi di kecamatan- kecamatan antara tahun 1974
sampai 1999. Hasil pekerjaan ini dievaluasikan pada tahap pelatihan kedua
yang diadakan di Dili pada tanggal 29 Juli — 7 Agustus dan akan diserahkan
kepada Komisaris-komisaris Nasional untuk memutuskan hal-hal mana, akan
menjadi bahan untuk dimenyelidiki, diinvestigasi dan untuk mengadakan
pemeriksaan umum (public hearing) lebih lanjut.

Sosialisasi dan konsultasi masyarakat akan diadakan dalam enam (6) distik
yang belum mengikutinya pada bulan Agustus.

5. Komunikasi
CAVR Mengeluarkan pengumuman media pada bulan Juni-Juli dan
melanjutkan siaran radio mingguan dengan Radio Hirondelle. CAVR juga
mengumumkan informasi di Cidadaun dan Talitakum, keduanya majalah
terkenal dan yang disebar juga di Timor Barat. 50,000 brosur CAVR, yang
berhalaman 16, berwarna empat, dan yang sudah dibuat, didistribusikan di
semua bagian Timor Lorosa’e pada periode bulan Juni-Juli, untuk membantu
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proses soislaisasi/konsultasi yang dibicarakan diatas. Rencana khusus,
sedang dikembangkan untuk memproduksikan dua video mengenai CAVR,
sebuah program radio mingguan untuk dibagikan kepada semua stasion radio
di Timor Lorosa’e, dan pengumuman pelayanan umum.

6. Proyek Pilot
CAVR baru-baru ini menyelesaikan proyek pilot pengambilan pernyataan di
Atauro. Komisi mengumpulkan 33 pernyataan pelanggaran HAM dari korban.
Pelanggaran yang didokumentasikan meliputi pembunuhan, penyiksaan,
perkosaan dan pemindahan paksa. Proyek pilot diadakan selama dua
periode: (1) 28 Mei — 7 juni, dan (2) 22 — 30 Juni 2002. Pada pertemuan
pertama, tiga tim pengambil pernyataan (pewawancara) dan staf bantuan
berjalan ke Vila, tempat pengumpulan penduduk terbesar di Atauro selama
satu minggu. Komisaris Nasional Jacinto Alves juga mengunjungi pulau
Atauro dan berbicara pada pertemuan masyarakat. Bapak Alves berkata
penduduk Atauro mempunyai kesan positif terhadap informasi mengenai
pekerjaan Komisi. Kunjungan kedua menyelesaikan proses pengambilan
pernyataan pilot. Proyek tersebut menghasilkan pelajaran-pelajaran penting
dalam bidang logistik dan metodologi.

Salah satu hasil proyek pilot ini, adalah bahwa CAVR merevisikan kebijakan
bahasanya supaya pernyataan bisa ditulis dalam bahasa saksi dan
mengambil keputusan untuk merekam semua wawancara untuk menjamin
kesaksamaan. Pengambilan belajar juga bahwa saksi-saksi sangat
menghargai mendengar rekaman kesaksiannya. Sebuah evaluasi dan
pelatihan selama tiga hari, mendasarkan hasil proyek pilot tersebut, diadakan
pada tanggal 19-21 Juni, sebelum staf kembali ke Atauro.

Sebuah laporan mengenai evaluasi ini disiapkan oleh konsultan, Harry
Ribowo, yang juga membantu menyelesaikan daftar pelanggaran HAM yang
seharusnya diberi prioritas dalam fungsi pencarian-kebenaran. Harry akan
kembali ke Timor Lorosa’e, tanggal 5-16 Agustus, untuk mengadakan
pelatihan dan memberi bantuan lain.

7. Kebijakan dan metodologi
Sebagai bagian dari persiapan besar yang diadakan pada bulan Juni-Juli
sebelum tahap operasionalisasi penuh, kebijakan dikembangkan dalam
bidang-bidang berikutnya:
- Kerahasiaan
Anak-anak
Perempuan
Hak-hak deponen.

Sebuah kebijakan sedang dirancang untuk perlindungan saksi. Ini meliputi
penelitian kedalam praktek-praktek Komisi-komisi Kebenaran lain dan
konsultasi dengan lembaga-lembaga relevan lain, termasuk Kantor High
Commissioner for Human Rights (Komisaris Tinggi HAM) di Jeneva, Kantor
Polisi, Serious Crimes Unit (Unit Kejahatan Serius) dan UNHCR.

Selama bulan Juni-Juli, CAVR juga menyelesaikan formulir Pengambilan
Pernyataan dan formulir Prosedur Rekonsiliasi Masyarakat. Pengembangan
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formulir-formulir ini, mendasarkan penelitian mendalam dan perkenalannya
melalui lokakarya-lokakarya, yang didampingi oleh pengembangan bahan
pelatihan.

Beberapa dokumen prosedur-prosedur sudah dikembangkan juga. Termasuk
Buku Pedoman Keuangan Nasional, Buku Pedoman Keuangan Regional,
Pedoman untuk Konsultasi Kecamatan dan Formulir Pengambilan
Pernyataan untuk Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi Masyarakat.

CAVR menghubungi PRADET TL, yang mempunyai pengalaman luas dalam
trauma konseling dan pelatihan di Timor Lorosa’e, untuk melatih pengambil
pernyataan dalam teknik-teknik wawancara dengan orang-orang rentan
(vulnerable people), mengenai cara untuk mengenal tanda-tanda trauma dan
stres, dan mengenai cara pengambil pernyataan dan staf lain bisa mengatasi
stres yang mereka mengalami, sebagai hasil pekerjaannya bersama korban
dan deponen.

Ken Ward, seorang konsultan database yang mempunyai pengalaman
sebelumnya dalam database HAM Di Timor Lorosa’e dan Amerika Latin,
mengadakan konsultasi selama satu minggu dengan CAVR pada permulaan
bulan Juli sebagai persiapan untuk pembentukan database untuk CAVR.
Diskusi berfokus terhadap mengidentifikasikan kebutuhan CAVR dalam
bidang pengelolaan informasi, memberi kodifikasi dan cara pemakaian
informasi, sumber daya manusia dan sumber daya fisik, yang diperlukan
untuk mengerjakan sebuah data base.

8. MOU (Memorandum Persetujuan) dengan Jaksa Agung
Pada tanggal 4 Juni, Ketua Komisaris Aniceto Guterres Lopes dan Jaksa
AgungTimor Lorosa’e Longuinhos Monteiro menandatangani sebuah
memorandum persetujuan mengenai hubungan kerja antara Komisi dan
Kantor Kejaksaan Agung Timor Lorosa’e. MOU tersebut sangat penting
dalam tahap pekerjaan Komisi untuk Pencarian-Kebenaran dan Prosedur
Rekonsiliasi Masyarakat (CRP) sesuai dengan mandatnya.

Memorandum Persetujuan menentukan situasi-situasi dimana bisa ada
penukaran informasi antara Komisi dan Kantor Kejaksaan Agung.
Memorandum mengatakan bahwa Komisi dan Kantor Jejaksaan Agung akan
berusaha sebaik-baiknya untuk menjaminkan kejujuran dan ketidak-
tergantungan (independence) dari kedua lembaga, dan untuk menjaga
kerahasiaan informasi yang diterima oleh setiap lembaga. Memorandum juga
mengatakan bahwa, walaupun Komisi dan Kejaksaan Agung merupakan dua
lembaga independen yang mempunyai mandat berbeda, ‘kedua orangisasi
mempunyai komitmen tinggi untuk kerjasama sebaik munkin dalam batas
mandatnya, untuk membantu proses peradilan pelanggaran HAM masa
lampau di Timor Lorosa’e’.

9. Hal-hal yang berhubungan dengan pengungsi
Komisaris yang bertanggung-jawab akan Acolhimento/Dukungan Korban,
Isabel Guterres, dan staf melanjutkan hubungannya dengan UNHCR.
Komisaris Guterres mengunjungi masyarakat pengungsi di Kefa, Timor Barat,
pada bulan Juni dan Juli, menghadiri dua pertemuan, satu di Timor barat, dan
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satu di Timor Lorosa’e, bersama dengan milisi dan pemimpin pengungsi,
termasuk Komandan Milisi Joao da Silva Tavares. Ketua CAVR Aniceto
Guterres Lopes juga berpartisipasi dalam pekerjaan ini. Pada bulan Juli, staf
mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pengungsi di Bobonaro bersama
Yayasan Hak. Staf Unit Acolhimento/Dukungan Korban juga berpartisipasi
dalam program sosialisasi dan konsultasi masyarakat yang diadakan dalam
33 kecamatan pada bulan Juli. Ini meliputi mengidentifikasikan desa-desa
dimana berada masalah untuk pengungsi yang kembali, dan desa dimana
orang-orang yang pergi pada tahun 1999, masih belum kembali. Pekerjaan ini
berkaitan dengan persiapan untuk Tim Distrik yang akan kerjasama dengan
masyarakat sasaran ini untuk membantu dengan re-integrasi anggota
masyarakat. Tim Distrik dari enam distrik, yaitu Maliana, Covalima, Ainaro,
Ermera, Aileu dan Manufahi akan menyelesaikan proses ini pada bulan
Agustus.

10.Hubungan tingkat atas
Pada bulan Juni-Juli, CAVR mengadakan pertemuan tingkat atas seperti
berikutnya:
11 Juni: pertemuan dengan Komisi Pemuda Nasional untuk Rekonsiliasi
18 Juni: pertemuan dengan Presiden Parlamen, Lu’Olo. Lu’Olo menyetujui
untuk berkonsultasi dengan CAVR mengenai hukum Amnesti yang
diusulkan, tetapi mendorong CAVR jangan menunggu dan melanjutkan
pekerjaan rekonsiliasinya.
21 Juni: pertemuan dengan Uskup Belo
21 Juni: pertemuan dengan Duta Besar Swedia yang sedang mengunjungi
Timor Lorosa’e
24 Juni: pertemuan dengan Perdana Mentri, Dr. Mari Alkatiri. Hal-hal yang
dibicarakan termasuk siapa dalam pemerintah yang bisa dihubungi oleh
CAVR paska UNTAET, audit keuangan, amnesti, dan pengungsi.
3 Juli: pertemuan dengan delegasi Pemerintah Jepang mengenai
keamanan.
5 Juli: SRSG dan Kepala UNMISET, Bapak Kamalesh Sharma
mengadakan kunjungan resmi dengan CAVR. Bapak SRSG mengelilingi
kantor, bertemu dengan staf dan berbicara kepada 80 staf yang sedang
menghadiri pelatihan. Beliau juga bertemu dengan Komisaris Nasional
dan membicarakan pekerjaan Komisi dan hubungan yang berkaitan
dengan amnesti. Pada akhir kunjungan, Bapak SRSG memberitaukan
kepada media, bahwa apa yang beliau pelajari mengenai CAVR dari
kunjungan ini, sangat mengesankannya, dan bahwa CAVR mempunyai
dukungannya serta dukungan penuh PBB.
11 Juli: pertemuan dengan Uskup Dioses Baucau, Dom Basilio do
Nascimento.

11. Persoalan Amnesti
CAVR mengadakan diskusi berlanjut dengan pihak-pihak yang tertarik sejak
pengeluaran konsep Hukum Amnesti dan Pengampunan pada bulan Mei.
Pada tanggal 18 Juni, Komisaris Nasional membicarakan perundang-
undangan yang diusulkan dengan President Parlamen Nasional Timor
Lorosa’e, Francisco Guterres (Lu’Olo). CAVR menekan khususnya
kepentingan Prosedur Rekonsiliasi Masyarakat dan keperluan semua pihak
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yang berkepentingan untuk ikut terlibat dalam diskusi mengenai semua
hukum Amnesti yang diusulkan. Lu’Olo berusaha memfasilitasikan konsultasi
lanjutan dengan Parlamen, termasuk partai Fretilin, dan mendorong CAVR
untuk melanjutkan pekerjaannya. Pada tanggal 24 Juni, para Komisaris
mendiskusikan persoalan dengan Perdana Mentri Alkatiri. Bapak Perdana
Mentri mengulangi dukungannya terhadap CAVR, seperti sudah berulangkali
diucap, termasuk dalam proses Amnesti apapun saja, beliau menawarkan
bantuannya dalam hal-hal praktek, memberi komentar bahwa hukum amnesti
merupakan urusan Parlamen dan memberitaukan secara tidak langsung,
bahwa Fretilin tidak akan memakai mayoritasnya dalam Parlamen untuk
mengesahkan perundang-undangan amnesti.

Pada tanggal 17 Juli CAVR co-sponsori sebuah lokakarya selama satu hari di
Dili mengenai amnesti, yang berjudul ‘Amnesti atau Rekonsiliasi?’. Kira-kira
150 peserta mengikuti lokakarya ini. Hal-hal kunci yang didebatkan termasuk
pengalaman negara-negara lain yang mengajuhkan hukum amnesti atau
pengampunan dan juga bentuknya hukum seperti itu, pengaruh amnesti akan
masyarakat sipil dan diskusi mengenai apakah hukum amnesti atau
pengampunan, pantas untuk konteks sosio-budaya Timor Lorosa’e.
Pembicara termasuk: Uskup Belo, Patrick Burgess (Kepala Unit HAM
UNMISET), Jacinto Alves (Komisaris Nasional CAVR), Agio Pereira (Kepala
Kantor Presiden RDTL), Clementino Amaral (Parlamen National) Aniceto
Neves (Asosiasi Korban), Cecilio Caminho Freitas (Directur NGO-Forum) dan
Hendardi (PBHI Indonesia). Komisi sudah mempersiapkan laporan interim
mengenai seminar itu dan berencana untuk mengirimkan sebuah versi yang
sudah direvisi dari laporan tersebut kepada semua pihak yang
berkepentingan.

Pada tanggal 29 Juni, Uskup Belo mengeluarkan himbauan pastoral
mengenai amnesti yang berjudul “Mengenai Amnesti dan Penyelesaian
Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”. CAVR sudah mempersiapkan
sebuah ringkasan himbauan pastoral ini dengan komentar pengaruhnya untuk
CAVR.

12.Rehabilitasi Penjara Balide
Pada tanggal 2 Juli CAVR menandatangani kontrak dengan Pitt and Sherry
Consulting Engineers (Insinyur Konsultan Pitt and Sherry) untuk
membentukkan dan mengawasi rehabiltasi bekas penjara Balide sebagai
Kantor CAVR Nasional dan Kantor Regional Dili. Penjara ini berasal dari
jaman Portugis dan merupakan baik tempat bersejara maupun tempat
warisan HAM yang penting. CAVR mempunyai akomodasi sementara di
perguruan tinggi Departemen Pendidikan (dulu markas UNAMET/kampus
CNRT) tetapi diharapkan untuk mengosongkan tempat ini pada saat kantor
permanennya siap. Rehabilitasi penjara Balide didanai oleh hibah dari
Pemerintah Jepang. CAVR sudah menandatangani sebuah MOU dengan
ASSEPOL (Asosiasi Bekas Tawanan Politik) untuk menyerahkan gedung
tersebut kepada pengelolaan ASSEPOL sebagai museum HAM, sebuah
monumen hidup, untuk mengingatkan mereka yang menderita dalam penjara,
dan sebagai sebuah kantor pusat HAM (human rights centre), sesudah CAVR
menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 2004.
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Pada bulan Juli, Pitt and Sherry mengadakan survei lokasi, menyediakan
rencana pengelolaan pengawetan dan sebuah pernyataan arti kepentingan
untuk sejarah (statement of historical significance), merencanakan
penempatan kantor dan fasilitas, dan menyiapkan dokumen tender.
Sementara waktu tender-tender sedang dicari. Pekerjaan rehabilitasi akan
mulai pada awal bulan September.

13.Keuangan
Beberapa hibah/perjanjian dana baru, yang diterima pada bulan Juni-Juli:

Norwegia — NOK2,000,000 (USD252,838). Hibah kontan, tidak
ditentukan.
Ireland Aid — EURO150,000 (persetujuan ditandatangani tanggal 27
Juli 2002). Hibah kontan..
Canada - CAN300,000 (kira-kira USD192,000). Hibah kontan, tidak
ditentukan.
Uni Eropa melalui UNHCR — USD317,000 (ditandatangani tanggal 7
Mei, masuk di bank bual Juli).

Hibah-hibah tambahan diharapkan dari negara Denmark, Swedia dan
Jerman. Sebuah tim dari Kantor Inspektor Umum (Inspector-General)
memulai mengaudit CAVR pada akhir bulan Juli. Hasil-hasil audit tersebut
akan diserahkan kepada Pemerintah dan para donor.

Seperti dilaporkan diatas, Unit Keuangan mengembangkan buku-buku
pedoman kerja untuk kantor-kantor nasional dan regional. Buku pedoman
nasional meliputi bab mengenai pembayaran, persekot, pengontrolan uang,
laporan keuangan bulanan, pemberian kode, daftar-daftar rekening, buku
catatan harian, rekonsiliasi, telpon mobile, daftar pebayaran gaji, dan laporan
bulanan. Buku pedoman Regional termasuk bab mengenai pembayaran,
pelaporan keuangan bulanan, pengontrolan uang, pemberian kode, dan gaji.
Buku Pedoman tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahsa Inggris.

14. Konferensi di Mexico
Komisaris Isabel Guterres mewakili CAVR pada sebuah konferensi mengenai
komisi-komisi kebenaran dan pengecegahan penyiksaan, yang diadakan di
Mexico City, pada tanggal 18-20 Juli. Konferensi ini disponsori oleh Asosiasi
untuk Pengecegahan Penyiksaan (Association for the Prevention of Torture)
yang berbasis di Jeneva, dan mengumpulkan anggota dari komisi-komisi
kebenaran, dari masa lampau dan yang bekerja sekarang ini, dari banyak
bagian dunia, untuk menukar informasi dan pandangan mengenai cara
bagaimana komisi-komisi menghadapi persoalan penyiksaan, pampasan dan
pencegahan. Komisaris Guterres bicara mengenai praktek penyiksaan di
Timor Lorosa’e. Penyiksaan diidentifikasikan sebagai masalah prioritas HAM
untuk bagian pencarian-kebenaran CAVR.

June July Update final/Pat2
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The Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR — the
Portuguese Acronym) is a national, independent, statutory authority. The
Commission is mandated to undertake truth-seeking, facilitate community

reconciliation, report on its work and findings and make recommendations for further
action. For further information, visit the CAVR website at www.easttimor-

reconciliation.org

Comisséo de Acolhimento, Verdade e Reconciliagdo (CAVR))
P.O. Box 144, Dili, East Timor
Mobile: 0407 394 957, Tel: + 670 (390) 312210, ext 4513
Email: info@easttimor-reconciliation.org
Website: www.easttimor-reconciliation.org
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UPDATE / June-July 2002

‘Please go and tell the East Timorese in West Timor that people are ready to
forgive. People have already received each other and embraced each other.
The only missing piece is justice. Please ask them to come back and set things
right. We must never be divided again’. Yayasan Hak member to NGO from
West Timor, December 2001

1. Staffing
CAVR staffing capacity has increased dramatically in the June-July period.
CAVR now has 220 personnel, including National and Regional
Commissioners. Most of these personnel are based in the districts reflecting
the rapid regionalisation of the Commission as it prepares to enter its full
operational phase. The national office has 60 personnel, most of whom are
East Timorese. Approximately another 15 national office staff will be phased
in over the next three months, principally in the research, database and public
information fields.

Recruitment of Regional and District staff was conducted in two phases: (1)
10-28 June, in the seven districts of Dili, Liquica, Baucau, Lospalos,
Manatuto, Viqueque and Oecussi; (2) 15 July-2 August, in the remaining 6
districts of Aileu, Manufahe, Covalima, Ainaro, Maliana and Ermera.
Approximately 1900 people applied for 141 positions.

Each district team comprises 9 staff members, with two and in some cases
three Regional Commissioners. Positions include a District Coordinator,
Truth-Seeking Statement Takers, Community Reconciliation Officers,
Community Outreach/Victim Support Officers and Logistic/Transport
officers.These teams will implement the functions of the CAVR in each sub-
district of their respective districts. Regional Teams comprise a Regional
Coordinator and two staff members (plus two security officers) to support and
coordinate the activities of District Teams.

CAVR provides for an evaluation of all staff 3 months into their work.

Negotiations with UNDP and donors are continuing regarding the provision of
International Technical Support staff to CAVR.

2. Management
National Commissioners have appointed Lucio dos Santos as Executive
Director of CAVR and Galuh Wandita Soedjatmoko as Deputy Executive
Director. The appointments follow the resignation of Joao de Jesus e Costa
Baptista following an evaluation conducted by National Commissioners at the
conclusion of the Executive Director’s 3-month probation period.

Lucio, 37, is a graduate in theology and philosophy from STFT Widya Sasana
University in Malang, Indonesia, and came to CAVR from IOM where he was
national program coordinator for the community development BELE project.
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He has previously worked for SCF and CARE International. He speaks Tetun,
Portuguese, Indonesian and English. Prior to his appointment, he worked with
Galuh Wandita for 3 months as CAVR co-Program Manager.

Galuh, 36, was born in Jakarta and came to CAVR from the UNTAET Human
Rights Unit where she was responsible for gender and human rights training.
She previously worked with Fokupers and Oxfam, in various capacities, from
1990-1999. She graduated in Sociology/Anthropology from Swarthmore
College, PA, USA and speaks Indonesian, English, and conversational Tetun
and Japanese. Galuh has been closely involved in the design and
establishment of CAVR from the beginning.

As co-Program Managers, Lucio and Galuh were responsible for the
development and implementation of CAVR functions. Their appointment to the
two senior management positions will enhance team work and ensure a
strong focus on the operationalisation of CAVR functions.

The appointments, effective 1 August 2002, have been accompanied by a
review of management, a redefinition of roles and an ‘internal audit’ of the
structure and functioning of each CAVR Unit.

CAVR National Commissioners held 7 formal meetings in June-July and dealt
with a wide range of policy and operational issues.

3. Training
Capacity building is a major focus of the CAVR’s work, especially in the first
year of operation. As a large national human rights institution with a unique
mandate, CAVR Commissioners and staff are embarked on a learning
process in all aspects of their work.

Training of regional commissioners and staff has been provided in June-July
in two phases.

Phase one involved training for Regional Commissioners and district staff
from 7 districts. Two trainings were provided. (1) June 3-7, An Orientation and
Planning Workshop was held in Dili for 16 Regional Commissioners; and (2)
July 1-5, An Orientation and Planning Workshop for Regional and District
Staff from 7 districts was held in Dili. These trainings covered team building,
the mandate and functions of CAVR, roles, the international context of CAVR
and human rights principles, a basic action plan for the first steps of regional
operation, and the establishment of coordination and communication systems
between the National and Regional Offices and the Regional and District
Offices. A workshop for the thirteen Regional Commissioners not included in
the first training was held 8-12 July.

Phase two involved more focussed training for Regional Commissioners and
staff, 29 July — 7 August, in Dili. The objectives of this training included
evaluating the results of the socialisation and community consultation process
(see below), completion of district work plans, detailed training in preparation
for the implementation of Truth-Seeking and Community Reconciliation
functions in the community, training in a range of administrative procedures,
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including effective reporting and coordination systems, and input to ensure
staff understand the substantive work responsibilities and contractual duties.

Regional staff have been provided with a ready reference in the form of an
Operations Manual which also includes a Regional Finance Manual.

A 13 day training for Statement-Takers has been prepared and will be
delivered in August, drawing on valuable experience gained from the Truth-
Seeking Pilot Project in Atauro. A specialised training in Community
Reconciliation Procedures (CRP) will also be delivered in August.

4. Socialisation and community consultation
From 9-26 July, Regional Commissioners and staff undertook socialisation
and consultations in thirty three (33) sub-districts in the three regions of
Baucau, Dili and Oecussi.

A 10 —page set of ‘Guidelines for Sub-District Consultations’, including
reporting formats, was prepared to assist staff and Commissioners in this
process.

The purpose of the socialisation was to further familiarise local communities
with the work and functions of CAVR and to hear the views of local
communities regarding the need for Community Reconciliation Procedures
(CRPs) and Truth-Seeking in the sub-districts. An additional objective was to
identify instances of violence and human rights violations within the political
context which occurred in the sub-districts between 1974 and 1999. The
results of this work were evaluated during phase two training conducted in Dili
29 July — 7 August and will be referred to the National Commissioners to
decide which issues will be the subject of further research, investigations and
public hearings.

Socialisation and community consultation will be conducted in the remaining 6
districts during August.

5. Communications
CAVR issued a number of media releases in June-July and continued its
weekly coverage with Radio Hirondelle. CAVR has also placed material in
Cidadaun and Talitakum, both of which are respected journals and which are
distributed in West Timor. 50,000 copies of the previously produced 4-colour,
16 page booklet on CAVR were distributed to all parts of East Timor in the
June-July period to assist in the socialisation/consultation process referred to
above. Specific plans are being developed to produce two CAVR VCD’s, a
weekly radio program for distribution to all radio stations in East Timor, and
public service announcements.

6. Pilot Project
CAVR has recently completed a pilot project for statement taking in Atauro.
The Commission collected a total of 33 statements from victims of human
rights violations. The violations documented include murder, torture, rape and
forced displacement. The pilot projects were carried out in two periods: (1) 28
May — 7 June, and (2) 22- 30 June 2002. In the first visit, three teams of
statement takers (interviewers) and support staff had traveled toVila, the
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major population centre on Atauro for one week. National Commissioner
Jacinto Alves also visited the island and addressed a community meeting. Mr
Alves said Atauro residents responded positively to information about the
Commission’s work. The second visit completed this pilot statement taking
process. The project yielded valuable lessons in logistics and methodology.
As a result CAVR has revised its language policy to enable the statement to
be written down in the language of the witness and has decided to tape record
all interviews to ensure accuracy. Statement takers also found that witnesses
appreciate hearing a playback of their testimony. A three day evaluation and
training based on the Pilot Project was conducted 19-21 June before staff
returned to Atauro.

A report on this evaluation has been prepared by consultant, Harry Ribowo,
who also contributed to the finalising of a list of human rights violations to be
prioritised in the truth-seeking function. Harry will return to East Timor, 5-16
August, to provide further trainings and assistance.

7. Policies and methodology
As part of intense preparations undertaken in June-July prior to complete
operationalisation, policies have been developed in the following areas:
Confidentiality
Children
Women
The rights of deponents.

A policy is also being developed on witness protection. This has involved
research into the practices of other Truth Commissions and consultation with
relevant bodies, including the Office of the High Commissioner for Human
Rights in Geneva, the Police, Serious Crimes Unit and UNHCR.

During June-July, CAVR has also completed development of Statement-
Taking Forms for Truth-Seeking and Community Reconciliation Procedures.
The development of these Forms involved substantial research and
workshopping, accompanied by the development of training materials.

A number of procedural documents have also been developed. These include
a National Finance Manual, Regional Finance Manual, Guidelines for Sub-
District Consultations and Statement Taking Forms for Truth-Seeking and
Community Reconciliation.

CAVR has held many discussions with PRADET TL, which has extensive
experience in trauma counselling and training in East Timor, regarding the
training of statement takers on interviewing techniques for vulnerable people,
on recognising signs of trauma and stress and on ways statement takers and
other staff can handle stress they experience as a result of their work with
victims and deponents.

Ken Ward, a database consultant with previous human rights database
experience in East Timor and Latin America, held a week of consultations with
CAVR in early July preparatory to designing a data base for CAVR.
Discussions focussed on identifying CAVR’s needs in information
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management, the coding and processing of information and the human and
physical resources needed to operate the data base.

8. MOU with General Prosecutor
On 4 June, Commission Chair Aniceto Guterres Lopes and East Timor's
Prosecutor General Longuinhos Monteiro signed a memorandum of
understanding on the working relationship between the Commission and East
Timor’s Office of the General Prosecutor. The MOU is particularly significant
in the operational phase of the Commission’s Truth Seeking and CRP
mandate.

The memorandum details the circumstances in which information might be
exchanged between the Commission and the Office of the General
Prosecutor. It notes that the Commission and the Prosecutor’s office will make
every effort to ensure the independence and integrity of both institutions, and
to protect the confidentiality of information received by either institution. It
states that, whilst the Commission and the Office of the General Prosecutor
are independent institutions with different mandates, ‘both organisations are
committed to working together to the greatest extent possible within their
mandates to assist the process of justice for past human rights abuses in East
Timor'.

9. Refugee related matters
The Commissioner responsible for Acolhimento/Victim Support, Isabel
Guterres, and staff have continued their involvement with UNHCR.
Commissioner Guterres visited refugee communities in Kefa, West Timor, in
June and July participated in two meetings, in West Timor and East Timor
respectively, with militia and refugee leaders, including the Militia Commander
Joao da Silva Tavares. CAVR Chair Aniceto Guterres Lopes has also
participated in this work. In July, staff held meetings with refugee returnees in
Bobonaro with Yayasan Hak. Staff from the Acolhimento/Victim Support Unit
also participated in the program of socialisation and community consultation
conducted in 33 sub-districts in July. This included identifying villages in which
there are problems for returning refugees and villages in which people, who
left in 1999, have still not returned. This work is in preparation for District
Teams working with these target communities to assist in re-integrating
community members. District Teams from the six districts of Maliana,
Covalima, Ainaro, Ermera, Aileu and Manufahe will complete this process in
August.

10. High level liaison

In June-July, CAVR had the following high level meetings:
11 June: meeting with National Youth Committee for Reconciliation
18 June: meeting with President of the Parliament, Lu’Olo. Lu’Olo agreed
to consult CAVR on the proposed Amnesty law, but urged CAVR not to
wait and to undertake its reconciliation work.
21 June: meeting with Bishop Belo
21 June: meeting with visiting Swedish Ambassador
24 June: meeting with Prime Minister, Dr Mari Alkatiri. Issues discussed
include who in Government CAVR should relate to post-UNTAET, financial
audit, amnesty, returnees.
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3 July: meeting with Japanese government delegation on security.

5 July: official visit to CAVR by the SRSG and Head of UNMIISET, Mr
Kamalesh Sharma. The SRSG toured the office, met with staff and spoke
to a training of some 80 regional staff. He also met with National
Commissioners and discussed the work of the Commission and related
issues including amnesty. At the conclusion of the visit, the SRSG told
media he was impressed by what he had learned and that CAVR enjoyed
his and the UN'’s full support.

11 July: meeting with Bishop of Baucau Diocese, Dom Basilio do
Nascimento.

11. Amnesty issue
CAVR has had ongoing discussions with interested parties since the release
of the draft Law on Amnesty and Pardon in May. On 18 June, National
Commissioners discussed the proposed legislation with the President of East
Timor’s National Parliament, Francisco Guterres (Lu'Olo). CAVR stressed the
practical value of its Community Reconciliation Process and need for all
interested parties to be involved in discussions on any amnesty law. Lu’Olo
undertook to facilitate further consultation with the Parliament, including the
Fretilin party, and encouraged CAVR to continue its work. On 24 June,
Commissioners discussed the issue with Prime Minister Alkatiri. The Prime
Minister reiterated his frequently expressed support for CAVR, including in
any amnesty process, offered to assist in practical ways, observed that the
amnesty law was a matter for Parliament and stated that Fretilin would not
use its majority in Parliament to pass any amnesty legislation.

On 17 July CAVR co-sponsored a full day seminar in Dili on amnesty, entitled
‘Amnesty or Reconciliation?’. Approximately 150 people attended the
seminar. Key points of debate included the experiences of other nations which
have employed amnesty or pardon laws and the form of such laws, the impact
of amnesty on civil society and a discussion of the appropriateness of an
amnesty or pardon law in the East Timorese socio-political context. Speakers
included: Bishop Belo, Patrick Burgess (Head of UNMISET Human Rights
Unit), Jacinto Alves (CAVR National Commissioner), Agio Pereira (Chief of
Staff, Office of the President of RDTL), Clementino Amaral (National
Parliament) Aniceto Neves (Victim’s Association), Cecilio Freitas Caminho
(Director, NGO Forum) and Hendardi (PBHI Indonesia). The Commission has
prepared an interim report on the seminar and plans to forward a revised
version of this report to all key stakeholders.

On 29 June, Bishop Belo issued a pastoral letter on amnesty entitled ‘On
Amnesty and the Settlement of Crimes Against Humanity: A Pastoral Appeal’.
CAVR has prepared a summary of this pastoral with comment on its
implications for CAVR.

12. Rehabilitation of Balide Prison
On 2 July CAVR signed a contract with Pitt and Sherry Consulting Engineers
to design and supervise the rehabilitation of the former Balide prison as the
CAVR national office and Dili regional office. The prison dates from
Portuguese times and is both an historical and human rights heritage site of
significance. CAVR has temporary accommodation in the Education
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Department’s teacher’s college (former UNAMET/CNRT compound) but is
expected to vacate this when its permanent premises are ready. The
rehabilitation of the Balide prison is being funded by a grant from the
Japanese Government. CAVR has signed an MOU with ASSEPOL (ex-
Political Prisoners Association) to transfer the building to ASSEPOL, after
CAVR completes its operations in 2004. ASSEPOL plans to convert the site
into a living memorial to those who suffered during the struggle for
independence.

In July, Pitt and Sherry conducted site surveys, prepared a conservation
management plan and statement of historical significance, planned office
locations and facilities and prepared tender documents. Tenders are currently
being sought. Work on rehabilitation will commence early September.

13. Finance
Several new grants/pledges were received in the June-July period:

- Norway — NOK2,000,000 (USD252,838). Cash grant, not earmarked.
Ireland Aid — EURO150,000 (agreement signed 27 July 2002). Cash
grant, not earmarked.

Canada - CAN300,000 (approx USD192,000). Cash grant, not
earmarked.
EC through UNHCR — US317,000 (signed 7 May, banked July).
Earmarked.

Additional grants are expected soon from Denmark, Sweden and Germany.

A team from the Office of the Inspector-General commenced an audit of
CAVR in late July. The results of this audit will be provided to the Government
and donors.

As reported above, the Finance Unit has developed operational manuals for
the national and regional offices. The national manual includes chapters on
payments, advances, cash control, monthly finance records, coding, charts of
accounts, journals, reconciliations, mobile phones, payroll, and monthly
reports. Regional manuals include chapters on payments, monthly finance
reporting, cash control, coding, and salaries. The manuals are in Indonesian
and English.

14. Conference in Mexico
Commissioner Isabel Guterres represented CAVR at a conference on truth
commissions and the prevention of torture, Mexico City, 18-20 July. The
conference was sponsored by the Geneva based Association for the
Prevention of Torture and brought together members of truth commissions,
past and present, from many parts of the world to share information and views
on how commissions have addressed the issues of torture, reparations and
prevention. Commissioner Guterres spoke on the practice of torture in East
Timor. Torture has been identified as a priority human rights issue for CAVR
truth-seeking.
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